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LATAR BELAKANG PENYESUAIAN PADA PELAPORAN 
INDEKS INOVASI DAERAH (IID) TAHUN 2026 

➢ Perubahan Data Nasional

Terdapat perubahan pada data nasional, khususnya terkait capaian indikator makro sosial dan

ekonomi. Kondisi ini memerlukan penyesuaian indikator dan parameter pengukuran agar tetap

selaras dengan perkembangan data nasional terbaru.

➢ Penyesuaian Kebijakan Nasional

Implementasi Program Prioritas Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023

tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah mendorong adanya penyesuaian dalam

tata kelola administrasi dan penyusunan dokumen di lingkungan pemerintah daerah.\

➢ Penguatan Bukti Dukung Indikator

Berdasarkan rekomendasi dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Dalam

Negeri, diperlukan penguatan bukti dukung pada beberapa indikator agar lebih jelas, terukur, dan

dapat diverifikasi.

➢ Penajaman Parameter Indikator

Dilakukan penajaman parameter pada beberapa indikator dengan menyesuaikan target yang

ditetapkan guna mendukung penguatan pembinaan ekosistem inovasi di daerah.



1. Visi dan Misi Pemda*
2. APBD tepat waktu & mandatory spending
3. Kualitas peningkatan perizinan*
4. Jumlah pendapatan perkapita*
5. Penurunan tingkat pengangguran terbuka*
6. Jumlah peningkatan investasi*

INSTITUSI

7. Jumlah peningkatan PAD*
8. Opini BPK*
9. Nilai capaian Lakip*
10. Penurunan Angka Kemiskinan*

11. Nilai IPM*
12. Penghargaan bagi InovatorSDM

13. Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang Mendukung Inovasi dan Capaian Nilai IKK
14. RIPJ-PID
15. Fasilitasi atas Pengakuan Hak Kekayaan Intelektual atas Inovasi Daerah

EKOSISTEM INOV 
& KAJIAN

16. Regulasi Inovasi Daerah *
17. Ketersediaan & Peran SDM *
18. Dukungan Anggaran

INFRASTRUKTUR

21. Keterlibatan Aktor Inovasi
22. Pelaksana Inovasi Daerah

OUTPUT 
PENGETAHUAN & 
TEKNOLOGI

25. Pedoman Teknis Inovasi
26. Kemudahan Informasi Layanan
27. Kecepatan Penciptaan Inovasi *

KECEPATAN 
BISNIS PROSES

30. Layanan Terintegrasi
31. Replikasi

KECANGGIHAN 
PRODUK

19. Bimtek Inovasi
20. Integrasi Prog. dalam RKPD

23. Jejaring Inovasi
24. Sosialisasi Inovasi Daerah

28. Kemudahan Proses Inovasi
29. Penyelesaian Pengaduan

32. Alat Kerja

33. Kemanfaatan Inovasi *
34. Monitoring dan Evaluasi
35. Video Inovasi Daerah*

JUMLAH INOVASI & 
HASIL KREATIF

36. Jumlah Inovasi Daerah

SATUAN 
PEMERINTAHAN 

DAERAH
(SPD)

SATUAN INOVASI 
DAERAH

(SID)

INDEKS INOVASI 
DAERAH 

(IID)

25,2%

74,8%

Instrumen variabel Indeks Inovasi Daerah (IID) setiap
tahunnya disesuaikan dan diselaraskan dengan kondisi
capaian makro nasional serta kebijakan nasional seperti 8
Misi Asta Cita Presiden & Wakil Presiden dan Kegiatan
Priotas Nasional

ASPEK, VARIABEL DAN 

INDIKATOR IID 2026

2 ASPEK

8 VARIABEL 36 INDIKATOR

* Indikator wajib



INDIKATOR
Penambahan dan penyesuaian 

indikator berdasarkan tren kebijakan 
nasional dalam rangka optimalisasi 
pengembangan ekosistem inovasi 

daerah di Indonesia

04
DEFINISI 

OPERASIONAL

Penyesuaian definisi terhadap 
indikator-indikator tertentu 
guna penjelasan yang lebih 

komprehensif

02
KEBIJAKAN UMUM 

PELAPORAN INOVASI DAERAH

Penyesuaian kebijakan 
pelaporan umum sebagaimana 
prognosa penilaian yang telah 

disampaikan pada tahun 
sebelumnya

01

PARAMETER
Penyesuaian Parameter  

dalam rangka peningkatan 
kualitas hasil pelaporan 

inovasi daerah 
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PENYESUAIAN PELAPORAN INOVASI DAERAH TAHUN 2026

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



Penambahan Tagging Inovasi Daerah berdasarkan Kategorisasi Inovasi Daerah 

berdasarkan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) 
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No Hal 2025 2026 2027 2028 2029 Keterangan

1
Target kegiatan daerah

dengan predikat Sangat

Inovatif

15% atau 82 daerah 18% atau 98 daerah
21% atau 115 

daerah

24% atau 131 

daerah

27% atau 147 

daerah

Capaian tahun 2024 Pemda kategori

Sangat Inovatif sejumlah 112 atau 20,5 % 

dengan baseline 60,01

2 Baseline Sangat Inovatif 65,01 s.d 100 65,01 s.d 100 65,01 s.d 100 65,01 s.d 100 65,01 s.d 100
Jumlah pemda (2024) yang di atas 65,01 

sejumlah 81 daerah

3 Baseline Inovatif 40,01 s.d 65,00 40,01 s.d 65,00 40,01 s.d 65,00 40,01 s.d 65,00 40,01 s.d 65,00

4
Urusan wajib pelayanan

dasar
3 urusan yandas 5 urusan yandas 6 urusan yandas

6 urusan yandas & 

urusan non yandas

6 urusan yandas & 

urusan non yandas

Pada tahun 2029 seluruh Pemda wajib

memiliki inovasi seluruh urusan wajib

pelayanan dasar

5

Jumlah inovasi yang 

dilaporkan sebagai

pembagi minimal rata-

rata indeks

10 12 14 16 18

Idealnya prinsip yang dipegang adalah

setiap urusan konkuren minimal satu

inovasi, sehingga pembagi minimal 

idealnya adalah 32

6
Jumlah Inovasi

Dilaporkan
- - - - 58.000

Target Prognosa didasarkan pada 

perkembangan Jumlah Inovasi Perkapita

pada tahun sebelumnya

7
Perkembangan rata-rata 

Skor IID Nasional
46,5 47 47,5 48 48,5

8 Lokus IGA DKI Jakarta Sumatera Barat TBA TBA TBA

PROGNOSA PELAKSANAAN KEGIATAN DAERAH YANG DIFASILITASI 

PENGUATAN INOVASI PEMERINTAHAN DALAM NEGERI T.A 2025-2029

Prognosa pelaporan dan penilaian Inovasi Daerah didasarkan dan berpedoman terhadap trend kenaikan capaian pelaporan inovasi daerah berbasis

Sistem Indeks Inovasi Daerah (IID) dalam kurun waktu 7 tahun terkahir. Pengajuan Prognosa Penguatan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri ini

diharapkan mampu meningkatkan aspek daya saing inovasi daerah secara berkelanjutan dalam kurun 5 tahun kedepan,
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PENDIDIKAN

SOSIAL

KESEHATAN

PEKERJAAN UMUM DAN 

PENATAAN RUANG
TRANTIBUMLINMAS

PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN 

PEMUKIMAN

SYARAT MINIMAL PELAPORAN INOVASI URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR TAHUN 2026

MINIMAL 5 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
Dalam rangka pencapaian SPM, apabila inovasi yang dilaporkan tidak memenuhi 

minimal 5 dari 6 urusan wajib pelayanan dasar maka skor indikator Jumlah Inovasi tidak 
dapat diukur (tidak dapat dinilai).

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
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KRITERIA, BENTUK DAN PENILAIAN INDEKS INOVASI DAERAH TAHUN 2026
PP 38 TAHUN 2017 TENTANG INOVASI DAERAH

TATA KELOLA PEMERINTAHAN
Inovasi tata laksana internal, fungsi 
manajemen, dan pengelolaan 
unsur manajemen

PELAYANAN PUBLIK
Inovasi proses pemberian layanan 
barang/jasa publik

INOVASI DALAM BENTUK LAINNYA
inovasi dalam penyelenggaraan 
urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah

2

3

4

1

5

PEMBAHARUAN (NOVELTY)

MANFAAT

KEPENTINGAN PUBLIK

URUSAN DAN KEWENANGAN PEMDA

REPLIKASI/APLIKATIF

KRITERIA PENILAIANBENTUK INOVASI DAERAH METODE PENILAIAN

𝑆𝑃𝐷 = ෍

𝑖=1

15

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑘𝑒 − 𝑖

𝑆𝐼𝐷 =
σ𝑗=1
𝑛 σ𝑖=16

35 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑘𝑒 − 𝑖 𝐼𝑛𝑜𝑣𝑎𝑠𝑖 𝐾𝑒 𝑗

𝑀𝐴𝑋(12, 𝑛)
+ 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐼𝑛𝑜𝑣𝑎𝑠𝑖

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐼𝑛𝑜𝑣𝑎𝑠𝑖 = ቊ
𝑀𝐼𝑁 𝑛, 200 × 0.38, 𝑢𝑟𝑢𝑠𝑎𝑛 𝑤𝑗𝑏 𝑦𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑘𝑖𝑟𝑖𝑚𝑘𝑎𝑛 ≥ 5

0, 𝑢𝑟𝑢𝑠𝑎𝑛 𝑤𝑗𝑏 𝑦𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑘𝑖𝑟𝑖𝑚𝑘𝑎𝑛 < 5

n adalah jumlah inovasi daerah

i adalah nomor indikator

j adalah nomor inovasi

SPD adalah Indikator Satuan Pemerintahan Daerah

SID adalah Indikator Satuan Inovasi Daerah

SKOR DAN PREDIKAT

Sangat Inovatif : 65,01-100,00
Inovatif : 40,01-65,00
Kurang Inovatif : 0,01-40,00
Tidak Dapat Dinilai : 0
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Transisi kebijakan produk dokumen Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah
(SK Kepala OPD) merujuk pada Permendagri No. 1 Tahun 2023 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah:

Pasal 4, Tata Naskah Dinas Pengaturan:

a. Peraturan Daerah;
b. Peraturan Kepala Daerah;dan
c. Peraturan DPRD.

Pasal 5, Tata Naskah Dinas Penetapan:

a. Keputusan Kepala Daerah;
b. Keputusan DPRD;
c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

KOMITMEN IMPLEMENTASI PERMENDAGRI TATA NASKAH KEDINASAN 

Pada pelaporan inovasi daerah tahun 2025, sebagai bagian dari masa transisi
penyesuaian indikator terhadap kebijakan yang berlaku, masih terdapat
indikator yang memperbolehkan penggunaan dokumen seperti Surat Keputusan
Kepala Perangkat Daerah. Namun demikian, mulai pada pelaporan inovasi
daerah tahun 2026, ketentuan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor
1 Tahun 2023 akan diterapkan secara penuh pada seluruh indikator Indeks
Inovasi Daerah (IID)



Indikator kualitas Perizinan 
Penyesuaian Bobot Indikator kualitas Perizinan dari yang sebelumnya 1,5 menjadi 101
Indikator Nilai IPM 
Penambahan subindikator capaian pada tahun terakhir, Indikator Nilai IPM dengan bobot masing-
masing subindikator sebesar 0,75 (Total bobot Indikator Nilai IPM sebesar: 1,5);02
Indikator Penghargaan bagi inovator 
Penyesuaian Bobot Indikator Penghargaan bagi inovator yang sebelumnya 1 menjadi 203
Indikator RIPJ PID
Penyesuaian Indikator Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah (RIPJ PID) dengan 
menghapus dokumen Roadmap Sida dalam pengisian parameter 1 dan penyesuaian bobot 
indikator yang sebelumnnya 2 menjadi 1
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BEBERAPA PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN INDIKATOR 

SATUAN PEMERINTAHAN DAERAH (SPD)

Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang Mendukung Inovasi Daerah
• Penyesuaian indikator “Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang Mendukung Inovasi Daerah” menjadi 

“Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang Mendukung Inovasi dan Capaian Nilai Indeks Kualitas 
Kebijakan”,

• Jumlah rekomendasi selain menunjukkan dokumen rekomendasi harus disertai dengan penyampaian 
rekomendasi tersebut kepada KDH, perangkat daerah lainnya, atau stakeholder lain.

• penambahan subindikator “Kualifikasi Nilai Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)
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Penyesuaian Indikator “Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang Mendukung Inovasi
Daerah” menjadi “Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang Mendukung Inovasi dan
Capaian Nilai Indeks Kualitas Kebijakan” dengan penambahan subindikator
“Kualifikasi Nilai Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)”

Perluasan Indikator ini dilakukan dalam rangka merepresentasikan kualitas proses
perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik yang terstandar secara
nasional, serta mendorong implementasi inovasi daerah yang berdampak dari
aspek tata kelola pemerintahan daerah. Dengan demikian, pengukuran inovasi
daerah tidak hanya berfokus pada produk inovasi semata, namun juga
mencerminkan kapasitas dan budaya pemerintahan daerah secara keseluruhan

Profil

Perencanaan

Kebijakan

Implementasi

Kebijakan

Transparasi & 

Partisipasi Publik

Evaluasi & 

Keberlanjutan

Kebijakan

Parameter Subindikator IID Kualifikasi IKK Nilai IKK

Parameter 3
Unggul 91,00-100

Sangat Baik 80,00-90,99

Parameter 2 Baik 65,00-79,99

Parameter 1
Cukup 50,00-64,99

Kurang <50,00

Kosong Tidak ada dokumen/tidak masuk dalam kualifikasi IKK



BEBERAPA PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN INDIKATOR 

SATUAN INOVASI DAERAH (SID)

No
Indikator Satuan Inovasi
Daerah (SID)

Keterangan

1 Ketersediaan dan peran SDM 
terhadap inovasi daerah

Sebelumnya hanya ketersediaan SDM. Indikator ini disesuaikan dalam rangka penguatan rincian peran pelaksana, pengelola, serta
sumber daya manusia dalam pengembangan dan implementasi inovasi daerah, Apabila dokumen T-2 dan T-1 belum memuat peran 
masing-masing SDM, maka dapat melampirkan tambahan Surat Keputusan atau Surat Penugasan yang mencantumkan peran masing-
masing SDM dan dikeluarkan pada tahun T-0.

2 Bimtek inovasi Diperkenankan untuk melampirkan dokumen pada tahun berjalan (T-0) dan dibuktikan dengan SK Kegiatan/Surat Tugas/Undangan
yang disertai dengan Daftar Hadir dan Sertifikat Bimtek pada kegiatan bimtek atau kegiatan transfer pengetahuan (pdf);

3 Keterlibatan aktor inovasi Penegasan informasi data pendukung indikator dengan rincian: Dokumen dapat berupa SK, Dokumen Kerjasama, Dokumen Hibah, CSR, 
Publikasi Berita Media, terkhusus aktor masyarakat dapat berbentuk FGD/Rembug Warga/Musrenbang/Sarasehan/Noken/dll yang 
harus dapat memberikan keterangan tentang pembahasan inovasi dimaksud (Undangan /Foto kegiatan)

4 Jejaring inovasi Penyesuaian parameter 1 dari sebelumnya “Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah” menjadi “Inovasi melibatkan 2 Perangkat
Daerah”

5 Kemudahan proses inovasi yang 
dihasilkan

Penambahan keterangan Hari yang dimaksud adalah hari kalender dan dokumen harus disahkan oleh pejabat atau pihak yang 
berwenang

6 Alat Kerja Penambahan fitur pada sistem IID terkait informasi keterbatasan akses daring dalam suatu wilayah (catatan kualitatif);

7 Kemanfaatan inovasi Penambahan subindikator baru dalam rangka mengakomodir karakteristik inovasi daerah yang berorientasi pada satuan pencapaian
dampak atau perubahan yang terukur melalui tren capaian yang positif dalam rentang waktu tertentu.

8 Video inovasi daerah penyesuaian nama indikator yang sebelumnya “Kualitas Inovasi daerah” menjadi “Video Inovasi Daerah



Dalam rangka mendorong pemerataan perkembangan inovasi di seluruh wilayah Indonesia serta memastikan adanya kesempatan yang adil bagi setiap pemerintah
daerah, konsep pemberian penghargaan Innovative Government Award (IGA) untuk predikat daerah terinovatif disusun dengan pendekatan berbasis regional dan
klaster khusus pemerintah daerah perbatasan

Pembagian regional dalam IGA terdiri atas enam wilayah, yaitu: Regional I meliputi Sumatera, Regional II mencakup Jawa dan Bali, Regional III meliputi Kalimantan,
Regional IV mencakup Sulawesi, Regional V meliputi Nusa Tenggara dan Maluku, Regional VI mencakup Papua serta klaster khusus daerah perbatasan

REGIONAL I

Sumatera

REGIONAL II

Jawa & Bali

REGIONAL III

Kalimantan

REGIONAL IV

Sulawesi

REGIONAL V

Nusa Tenggara & 
Maluku

REGIONAL VI

Papua

KLASTER KHUSUS — DAERAH PERBATASAN

Kategori afirmatif yang mencakup pemerintah daerah dengan karakteristik wilayah perbatasan negara, guna mengakomodasi kekhususan tantangan, kondisi
geografis, serta kebutuhan penguatan inovasi daerah

SKEMA PEMBERIAN PENGHARGAAN INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD (IGA) TAHUN 2026

Penghargaan Tambahan

No Jenis Keterangan

1 Pemerintah daerah sangat inovatif
Penerima penghargaan ini diberikan kepada pemerintah daerah yang berhasil mendapatkan predikat sangat inovatif berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri 

tentang Indeks Inovasi Daerah atau pemerintah daerah yang memperoleh indeks inovasi daerah lebih dari 65,01

2 Kenaikan IID Tertinggi Pemerintah daerah dengan kenaikan Indeks Inovasi Daerah tertinggi, perbandingan dari skor IID 2025-2026

3 Pengiriman Inovasi Terawal Pemerintah daerah yang terawal mengirimkan 5 inovasi dengan urusan wajib pelayanan dasar yang berbeda dari dibukanya penjaringan pada aplikasi indeks inovasi daerah

4 Urusan Pemerintahan Terbanyak Pemerintah dengan sebaran inovasi daerah urusan pemerintahan konkuren terbanyak
14



PENGISIAN PROFIL INOVASI DAERAH DALAM 
SISTEM INDEKS INOVASI DAERAH (IID)



FORMAT LAPORAN INOVASI DAERAH 



PROFIL INOVASI DAERAH (ISIAN DROPLIST)

4. KOORDINAT
Titik lokasi inovasi

1. NAMA INOVASI 
Isikan nama inovasi dengan nama yang menarik,
komersil, ear-catchy dan berbeda degan
pelaksanaan tusi harian. Hindari nama yang
berkonotasi negatif, dan SARA.

2. TAHAPAN INOVASI
Tahapan Inisiatif, Ujicoba atau Peneraoan.
Untuk persyaratan penilaian wajib pada
tahapan penerapan. Tahapan inisiatif dan
ujicoba diperbolehkan untuk pendataan.

3. INISIATOR INOVASI DAN 
NAMA INISIATOR

Pilih salah satu antara Kepala Daerah,
Anggota DPRD, ASN, OPD atau masyarakat.
Rencana pengembangan akan ditambah
kolom nama inisiatornya. Isikan nama
inisiator inovasi daerah baik secara individu,
kelompok, atau organisasi

7. BENTUK INOVASI
Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah,
Inovasi Pelayanan Publik atau Inovasi Daerah
Lainnya

10. WAKTU UJICOBA, WAKTU PENERAPAN
DAN WAKTU PENGEMBANGAN
Waktu Ujicoba adalah waktu pertama kali inovasi diujicobakan.
Waktu Penerapan adalah waktu pertama kali inovasi diterapkan
Waktu pengembangan terbaru adalah waktu pembaharuan terakhir
yang dilakukan atas penerapan inovasi daerah.

9. URUSAN PEMERINTAHAN
Pilih salah satu urusan Pemerintahan Utama dari daftar urusan
konkuren dan penunjang yang tersedia.

Sedangkan urusan pemerintahan yang beririsan adalah substansi
lain yang memiliki keterkaitan dengan subsansi utama, boleh pilih
lebih dari satu urusan pemerintahan

8. ASTA CITA & PKPN
Mohon diisikan relevansi dengan salah satu dari 8
pokok misi asta cita dan 54 butiran PKPN

5. KLASIFIKASI INOVASI 
DAERAH

Pilih salah satu antara Inovasi Perangkat
Daerah, Inovasi Desa, atau Inovasi Masyarakat

6. JENIS INOVASI
Inovasi digital atau Inovasi Nondigital.

17



BRANDING INOVASI DAERAH

PEMBUBUHAN NAMA INOVASI DAERAH 

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN:

1. PEMBERIAN NAMA INOVASI DAERAH SECARA UNIK, KREATIF, MENARIK DAN

HINDARI KESAMAAN DENGAN TUGAS DAN FUNGSI YANG BIASA;

2. MUDAH DI INGAT, KOMERSIL DAN EAR-CATCHY;

3. BERMAKNA POSITIF;

HINDARI PEMBUBUHAN NAMA 

INOVASI YANG MENGANDUNG UNSUR 

KONOTASI NEGATIF DAN UNSUR SARA

Si-PEPEK

Singkatan dari Sistem

Pelayanan Program 

Penanggulangan

Kemiskinan dan Jaminan

Kesehatan

SIMONTOK

Singkatan dari Sistem

Pemantauan Stok dan 

Kebutuhan Pangan Pokok

JAKI PROVINSI DKI JAKARTA JSS KOTA JOGJA SAPAWARGA PROVINSI JABAR

PEMBUBUHAN NAMA TERSEBUT

BERPOTENSI MENIMBULKAN PERSEPSI 

NEGATIF ATAS PELAKSANAAN KINERJA 

ORGANISASI
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PENCANTUMAN TITIK KOORDINAT 
DALAM PELAPORAN INOVASI DAERAH TAHUN 2026

Pencantuman titik koordinat inovasi daerah pada pelaporan inovasi daerah
tahun 2026 memiliki peran penting dalam mendukung transparansi,
akuntabilitas, serta efektivitas pemantauan dan replikasi inovasi daerah

• Pemilihan Lokus Inovasi Daerah secara
manual atau otomatis dengan metode
pencarian di map google :
https://www.google.com/maps

• Klik Kanan pada alamat atau titik lokus
inovasi berada dan akan muncul angka
latitude longtitude / Titik Koordinat

• Copy titik koordinat yang sudah
didapatkan dengan klik kiri angka
tersebut sampai muncul notifikasi
Copied to Clipboard

• Paste titik koordinat tersebut pada
kolom isian titik koordinat inovasi daerah
pada profil inovasi daerah

1

2
3

4

1

2

3

4

https://www.google.com/maps


PROFIL INOVASI DAERAH (ISIAN SUBSTANIF)

Tujuan

Mencangkup target 
capaian penyelenggaraan 

inovasi Daerah

Manfaat

Dampak (Outcomes) 
terhadap penerapan 

Inovasi Daerah

Hasil Inovasi 

Produk/hasil (Output) 
penyelenggaraan 

Inovasi

Rancang Bangun

• Dasar Hukum Inovasi 
• Permasalahan (Makro atau 

Mikro)
• Isu Strategis
• Metode Pembaharuan 

(Upaya yang dilakukan 
sebelum dan sesudah)

• Keunggulan dan 
Kebaharuan

• Tahapan 
Inovasi/Penggunaan 
Produk/Spesifikasi Produk

• Minimal kata: 300 kata

PENGISIAN RANCANG BANGUN
Pengisian rancang bangun merupakan tahapan awal dalam menentukan dan memberikan gambaran umum bahwa 
suatu kegiatan yang telah diinisiasi, di ujicoba, maupun di implementasikan merupakan suatu kegiatan yang dapat 
disebut sebagai inovasi dengan menunjukan kebaharuan (novelty), keunikan, kekhususan, maupun prosedur yang 

tidak biasa dalam menyelesaikan berbagai pelik problematika penyelenggaraan pemerintahan daerah



POINT TO POINT RANCANG BANGUN 

5

4

1 6

3

2 300 

KATA

1. DASAR HUKUM

- Undang-undang/Peraturan

Pemerintah/Permendagri/NSPK K/L dll

- Perda/Pergub/Perwali/Perbup

- SK/Instruksi KDH/ dll

2. PERMASALAHAN

- Permasalahan Makro

- Permasalahan Mikro

3. ISU STRATEGIS

- Isu global → misal sustainable

development goals,

- Isu nasional → isu dlm RPJMN misal

pengendalian inflasi, stunting,

reformasi birokrasi, relevansi inovasi

dengan asta cita

- Isu lokal → isu dlm RPJMD misal isu

kontemporer yang sedang berkembang

6. TAHAPAN INOVASI/ 
PENGGUNAAN PRODUK

- Jelaskan secara singkat tata cara

penggunaan aplikasi

- Atau uraikan tata laksana penciptaan

atau pemanfaatan produk

5. KEUNGGULAN DAN 
KEBAHARUAN

- Uraikan kebaharuan 

rancangbangunnya

- Sebutkan pengembangannya 

apabila berupa update dan upgrade

4. METODE PEMBAHARUAN

- Kondisi sebelum adanya inovasi

- Kondisi setelah adanya inovasi



Minim data

Data perlu untuk justifikasi
mengapa suatu kebijakan
publik dikeluarkan

Copy Paste

Satu Proposal bisa akomodir 
banyak inovasi ( SAPU JAGAT)

Ketidakjelasan informasi 

pengembangan inovasi

Proposal inovasi lama yang dilaporkan
kembali (recycling) tidak menunjukkan
informasi pengembangan substansial
secara detail

Tidak ada benang merah

Proposal harus memiliki satu topik yang 
runtut dari awal sampai akhir dan sesuai 
dengan evidence yang dilampirkan

Proposal Abstrak

Tidak jelas rancang bangun,
maksud, hasil dan manfaat atau
copy paste dari AI tanpa ada
modifikasi atau penyesuaian
dengan kondisi aktual

Penulisan disusun oleh Litbangda

Proposal tidak dilakukan oleh OPD sebagai pelaksana
inovasi daerah

KESALAHAN DALAM MENULIS PROPOSALKESALAHAN DALAM MENULIS PROPOSAL



KESALAHAN DALAM PENGISIAN PROFIL INOVASI DAERAH 

KESALAHAN DALAM PENGISIAN RANCANG BANGUN

• Jumlah kata tidak mencapai 300 kata
• Duplikasi pengisian Rancang Bangun
• Penjelasan yang terlalu sumir dan hanya menguraikan kegiatan rutinitas yang

biasa saja
• Tidak menjelaskan nilai kebaharuan dari kegiatan inovasi tersebut

KEGIATAN YANG BUKAN TERGOLONG SEBAGAI INOVASI DAERAH

• Program atau kegiatan tersebut merupakan hal rutinitas biasa saja yang tidak memiliki
nilai kebaharuan sama sekali (misal: pengadaan baju dinas, pemberian benih ikan)

• Kebaharuan yang sangat sederhana tanpa menunjukan adanya dampak atau manfaat yang
signifikan

• Kegiatan pembaharuan yang bukan merupakan urusan kewenangan dari pemerintah
daerah terkait

• Program atau kegiatan tersebut yang biayai oleh APBN atau Program K/L Pusat

HAL YANG DILARANG DALAM PENGISIAN FORMULIR INOVASI DAERAH

• Pembubuhan nama inovasi daerah yang mengandung unsur SARA
• Penetapan tahun pelaksanaan Inovasi Daerah yang tidak sesuai
• Pemilihan Urusan Pemerintahan terkait Inovasi Daerah yang tidak sesuai

RANCANG BANGUN

KEGIATAN BUKAN 

INOVASI DAERAH 

PENGISIAN FORM 

INOVASI DAERAH



02

03

01
RANCANG BANGUN TIDAK SAMPAI 300 KATA

04

ALASAN PENOLAKAN INOVASI DAERAH 

DUPLIKASI RANCANG BANGUN (COPY-PASTE)

TIDAK ADA PENJELASAN METODE PEMBAHARUAN/
NILAI KEBAHARUAN DALAM RANCANG BANGUN

INOVASI MERUPAKAN PROGRAM/KEGIATAN K/L-
INSTANSI VERTIKAL YANG DIBIAYAI MELALUI APBN



BEBERAPA CONTOH KESALAHAN PENULISAN RANCANG BANGUN



PENGEMBANGAN APLIKASI TUXEDOVATION YANG DIHADIRKAN

SEBAGAI BENTUK KOMITMEN KEMENDAGRI DALAM MEMFASILITASI,

MENSTIMULASI DAN MENDISEMINASIKAN PRAKTEK-PRAKTEK

INOVASI DAERAH YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

https://tuxedovation.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/
https://tuxedovation.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/


TEKNIS PENGISIAN

SATUAN PEMERINTAH DAERAH (SPD)



1. Visi dan Misi*

BOBOT 1

28

Kepala Daerah memiliki Misi Inovasi

Kepala Daerah memiliki Visi Inovasi

Kepala Daerah memiliki Misi dan Visi Inovasi

Kata kunci yang memuat Visi dan misi inovasi;
Memuat diksi inovasi dan sinonimnya ataupun yang
menggambarkan proses transformasi, antara lain:
kreasi, kreativitas, modernisasi, pemutakhiran,
pengembangan, peningkatan, revolusi, inisiatif,
prakarsa, dan pembaharuan. Sebagai tambahan,
diksi yang dimungkinkan bersinonim dengan kata
inovasi antara lain inovatif, maju, daya saing, nilai
tambah, dan good governance.

KETERANGAN:
Dibuktikan dengan halaman RPJMD/Perkada yang memuat visi, misi daerah
dan tahun. Dokumen tahun terakhir atau yang masih berlaku (pdf).

Rumusan umum dalam RPJMD (Dokumen Tahun Terakhir)



2. APBD tepat waktu dan 

pengalokasian mandatory spending

BOBOT 1

29

a. Penetapan APBD tepat waktu dalam kurun waktu 3 tahun 
terakhir 

Tepat waktu dalam 1 tahun terakhir

Tepat waktu dalam 2 tahun terakhir

Tepat waktu dalam 3 tahun terakhir

Dihitung berdasarkan tahunnya, 
APBD tahun 2026 selambatnya ditetapkan pada 31 Desember 2025;
APBD tahun 2025 selambatnya ditetapkan pada 31 Desember 2024;
APBD tahun 2024 selambatnya ditetapkan pada 31 Desember 2023;
Jumlah bukti disesuaikan dengan konteks parameter.

KETERANGAN:

Dibuktikan dengan halaman dokumen APBD yang memuat tanggal
penetapan APBD sesuai dengan frekuensi APBD tepat waktu (pdf)



2. APBD tepat waktu dan pengalokasian 

mandatory spending

BOBOT 1

30

Sudah memenuhi 2 komponen mandatory spending

Sudah memenuhi 3 komponen mandatory spending

Sudah memenuhi lebih dari 3 komponen mandatory 
spending

KETERANGAN:
Dibuktikan dengan screenshot dalam aplikasi atau laporan
keuangan yang memuat alokasi mandatory spending/Laporan
Realisasi Anggaran/screenshot dari laman SIPD (Tahun terakhir)

b. Pengalokasian Mandatory spending pada belanja
pendidikan (20% APBD), kesehatan, dana
desa/kelurahan (10% DAU+DBH), belanja
infrastruktur (40% DTU) dan belanja pegawai (30%)



BOBOT 1
31

≤ -50,32%

-50,33%s.d. 8,16%

≥ 8,17%

3. Kualitas Peningkatan Perizinan* 

Tahun 2025 dan Tahun 2024

KETERANGAN:

Dibuktikan dengan dokumen laporan rekapitulasi Nomor
Induk Berusaha yang telah diterbitkan dua tahun terakhir
(pdf)

Persentase peningkatan jumlah Nomor Induk Berusaha
yang diterbitkan (T-1 dikurangi T-2 dibagi T-2 dikali
100%)



BOBOT 1

32

≤ 2,04%

2,05% s.d. 5,23%

≥ 5,23%

4. JUMLAH PENDAPATAN PERKAPITA*

KETERANGAN:

Dibuktikan dengan dokumen ekonomi dan perdagangan yang
dikeluarkan oleh BPS dan memuat pendapatan perkapita
berdasarkan harga konstan dua tahun terakhir atau
peningkatannya (pdf)

Persentase peningkatan besarnya pendapatan rata rata
penduduk konstan (T-1 dikurangi T-2 dibagi T-2 dikali 100%)

Tahun 2025 dan Tahun 2024



BOBOT 0,75

33

≤ 0,00

0,01 s.d. 0,36

≥ 0,36

5. PENURUNAN TINGKAT PENGANGGURAN 

TERBUKA*

KETERANGAN:

Dibuktikan dengan dokumen ekonomi dan perdagangan yang
dikeluarkan oleh BPS dan memuat persentase tingkat pengangguran
terbuka dua tahun terakhir (pdf)

a. Progres penurunan persentase Tingkat 
Pengangguran Terbuka pada suatu Daerah (T-1 
dikurangi T-2 dikali (-1)) atau (T-2 dikurangi T-1)

Tahun 2025 dan Tahun 2024



BOBOT 0,75

≥ 5,91

2,34 s.d. 5,92

≤ 2,35%

5. PENURUNAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA*

b. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka pada suatu
Daerah (T-1)

Tahun 2025

KETERANGAN:

Dibuktikan dengan dokumen ekonomi dan perdagangan yang
dikeluarkan oleh BPS dan memuat persentase tingkat pengangguran
terbuka tahun terakhir (pdf)



BOBOT 1,5

35

≤ -47,42%

-47,43% s.d. 94,75%

≥ 94,76%

6. JUMLAH PENINGKATAN INVESTASI*

KETERANGAN:
Dibuktikan dengan dokumen laporan realisasi
investasi dalam rupiah tahun 2025 dan 2024 atau
persentase peningkatannya (pdf)

Persentase peningkatan investasi di daerah (T-1 dikurangi T-2 
dibagi T-2 dikali 100%)



BOBOT 1,5

36

≤ -5,14%

-5,15% s.d. 33,84%

≥ 33,85%

7. JUMLAH PENINGKATAN PAD*

KETERANGAN:

Dokumen laporan realisasi PAD yang memuat PAD dua 
tahun terakhir (2025 dan 2024) atau peningkatannya (pdf)

Persentase peningkatan pendapatan yang bersumber dan
dipungut sendiri oleh pemerintah daerah (T-1 dikurangi T-2
dibagi T-2 dikalikan 100%)



BOBOT 1,5

37

TMP/ Disclaimer Opinion dan TW/ 
Adverse Opinion

WDP/Qualified Opinion

WTP/ Unqualified 
Opinion

Hasil pemeriksaan yang memuat
opini BPK pada Dokumen Laporan
Hasil Pemeriksaan Atas Laporan
Keuangan tahun pemeriksaan
terakhir (pdf)

KETERANGAN:
Dibuktikan dengan hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK pada 
Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan tahun
pemeriksaan terakhir (pdf)

Pendapat Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan
Pemerintah Daerah (T-1)

8. OPINI BPK*



38

Nilai LAKIP kisaran D dan C Tahun terakhir

Nilai LAKIP kisaran B Tahun terakhir

Nilai LAKIP kisaran A Tahun terakhir

9. Nilai Capaian LAKIP*

KETERANGAN:

Dokumen LAKIP yang memuat nilai capaian, 
atau Surat/Laporan dari Kemenpan-RB  yang 
memuat nilai capaian LAKIP tahun terakhir

Produk akhir sakip yang dicapai oleh pemerintahan daerah (T-1)

BOBOT 1



BOBOT 0,75

39

≤ 0,07

0,08 s.d. 1,15

≥ 1,16

10. PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN*

KETERANGAN:
Dibuktikan dengan data resmi yang dikeluarkan oleh
BPS dan memuat persentase angka kemiskinan dua
tahun terakhir (2025 dan 2024) atau penurunannya (pdf)

a. Progres penurunan persentase penduduk miskin
berdasarkan data persentase penduduk miskin dari
BPS (–([T-1] dikurangi [T-2])) atau T-2 dikurangi T-1)



BOBOT 0,75

40

≥ 13,10%

4,81 s.d. 13,11

≤ 4,82

10. PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN*

KETERANGAN:
Dibuktikan dengan data resmi yang dikeluarkan
oleh BPS dan memuat persentase angka
kemiskinan tahun terakhir (2025) atau
penurunannya (pdf)

b. Persentase penduduk miskin berdasarkan data
persentase penduduk miskin dari BPS (T-1)



BOBOT 0,75

41

≤ 0,55

0,56 s.d. 0,90

≥ 0,90

11. IPM*

KETERANGAN:

Dibuktikan dengan data resmi yang dikeluarkan oleh
BPS dan memuat Indeks Pembangunan Manusia dua
tahun terakhir atau peningkatannya (pdf)

a. Peningkatan IPM dua tahun terakhir (T-1 dikurangi T-2)

Tahun 2025 dan Tahun 2024



BOBOT 0,75

42

≤ 69,99

70,00 s.d. 79,99

≥ 80,00

11. IPM*

KETERANGAN:

• Isikan Capaian IPM tahun terakhir. Data saat ini adalah
Data T-1 (2025).

• Dibuktikan dengan data resmi yang dikeluarkan oleh
BPS dan memuat Indeks Pembangunan Manusia tahun
terakhir atau peningkatannya (pdf)

b.Capaian IPM dua tahun terakhir (T-1)

Tahun 2025



BOBOT 2

Pemberian Piagam Penghargaan bagi inovator tingkat pemerintah 
daerah

Pemberian Piagam Penghargaan dan 
Reward/insentif bagi inovator tingkat pemerintah daerah

Pemberian Piagam Penghargaan, insentif bagi inovator tingkat
pemerintah daerah dan memiliki mekanisme kontrol pembudayaan
inovasi (perjanjian kinerja, skema insentif/disinsentif, pewajiban satu
instansi satu inovasi, dll)

12. PENGHARGAAN BAGI INOVATOR

KETERANGAN:
Dibuktikan dengan dokumen/foto/sertifikat penghargaan disertai dengan
dokumen kriteria penentuan penerima penghargaan di tingkat
pemda/instrumen penilaian penghargaannya dan dokumen mekanisme
kontrol pembudayaan inovasi (contoh : perjanjian kinerja) (pdf/jpeg/jpg/png)

Penghargaan (reward) yang diberikan kepada
inovator

o Parameter 1: ada dokumen/foto/sertifikat piagam

penghargaan;

o Parameter 2: ada dokumen/foto/sertifikat piagam

penghargaan dan disertai dengan reward/insentif ;

o Parameter 3: ada dokumen/foto/sertifikat piagam

penghargaan dan disertai dengan reward/insentif, 

memiliki mekanisme control pembudayaan inovasi

(contoh : perjanjian kinerja)



BOBOT 1

44

1-3 Rekomendasi Kebijakan Inovasi Daerah

4-7 Rekomendasi Kebijakan Inovasi Daerah

>7 Rekomendasi Kebijakan Inovasi Daerah

13. JUMLAH REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG 

MENDUKUNG INOVASI DAN CAPAIAN NILAI 

INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN

KETERANGAN:
Dibuktikan dengan Karya Tulis Ilmiah yang menghasilkan
kebijakan inovasi dalam bentuk Risalah Kebijakan (Policy
Brief), Kertas Kerja Kebijakan (Policy Paper), Makalah
Kebijakan dan Artikel Kebijakan.

a. Jumlah rekomendasi kebijakan yang menunjang 
inovasi daerah dalam bentuk policy brief, policy 
paper, makalah kebijakan dan artikel kebijakan

o Risalah Kebijakan (Policy Brief), Kertas Kerja
Kebijakan (Policy Paper), Makalah Kebijakan dan
Artikel Kebijakan;

o Jumlah Bukti sesuai dengan parameternya
o Dilengkapi dengan surat resmi penyampaian

kepada kepala daerah/ perangkat daerah
lainnya/pemangku kepentingan lainnya



BOBOT 1

45

Kualifikasi Nilai Indeks Kualitas Kebijakan: 
Cukup/Kurang

Kualifikasi Nilai Indeks Kualitas Kebijakan: Baik

Kualifikasi Nilai Indeks Kualitas Kebijakan: 
Unggul/Sangat Baik

13. JUMLAH REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG 

MENDUKUNG INOVASI DAN CAPAIAN NILAI 

INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN

KETERANGAN:
Dibuktikan dengan dokumen Surat Keputusan/foto/ screenshot
yang memuat hasil kualifikasi nilai pada Indeks Kualitas
Kebijakan (pdf/jpeg/jpg/png)

b. Capaian Nilai Indeks Kualitas Kebijakan



BOBOT 1

46

Masih berbentuk Rancangan Dokumen RIPJ PID

Telah memiliki dokumen RIPJ PID yang telah selesai dan 
disepakati

Telah memiliki dokumen RIPJ PID dan ditetapkan
dalam Perkada/Perda

14. RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN 

IPTEK DAERAH (RIPJ PID

KETERANGAN:
Dibuktikan dengan dokumen Peta Jalan sistem inovasi daerah atau
Rencana Induk Pemajuan Iptek terakhir (pdf)

Dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan
Iptek Daerah

Parameter 1: berupa dokumen Rancangan dokumen RIPJ PID;
Parameter 2: dokumen RIPJ PID yang telah selesai dan

disepakati;
Parameter 3: dokumen RIPJ PID yang telah ditetapkan dalam

Perda/Perkada



BOBOT 1

47

Pemerintah Daerah telah melakukan sosialisasi HAKI atas 
Inovasi Daerah

Pemerintah Daerah telah melakukan Sosialisasi dan 
Fasilitasi secara Administrasi (memfasilitasi proses 
pendaftaran dan pencatatan HAKI) atas Inovasi daerah

Pemerintah Daerah telah melakukan Sosialisasi dan 
Fasilitasi tidak hanya secara administratif tetapi juga 
memberikan insentif pembiayaan terhadap HAKI Inovasi 
Daerah

15. FASILITASI ATAS PENGAKUAN HAK KEKAYAAN 

INTELEKTUAL ATAS INOVASI DAERAH

Fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka Pengakuan atas
Kekayaan Intelektual dalam bentuk: Merek, Paten, Hak Cipta,
Desain Industri, Indikasi Geografis, Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu (DTLST), Rahasia Dagang

Bukti Dukung:
1. Dokumen/screenshoot/foto pelaksanaan sosialisasi HAKI yang

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
2. Surat korespondensi terkait pengajuan HAKI ke Kemenkum atau Surat

Perjanjian Kerja Sama terkait pengembangan HKI di daerah dengan
stakeholder atau Surat Keputusan/Penugasan Tim fasilitasi HKI Daerah
atau Perkada/Perda tentang Fasilitasi HKI.

3. Surat pengantar atau bukti pendaftaran dari perangkat daerah ke
Kementerian Hukum.

4. Dokumen yang memuat anggaran atau insentif biaya yang bersumber
dari APBD.



TEKNIS PENGISIAN

SATUAN INOVASI DAERAH (SID) 



Regulasi yang menetapkan nama-nama inovasi daerah yang 
menjadi landasan operasional penerapan Inovasi Daerah

SK Kepala Daerah atau Keputusan yang ditandatangani 
oleh Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah

Peraturan Kepala Daerah

Peraturan Daerah

Apabila berupa SK payung, 
highlight Nama Inovasi

16. REGULASI INOVASI DAERAH*

Perangkat Daerah Provinsi
menurut PP 18 tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah:
1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat;
4. Dinas; dan
5. Badan.

KETERANGAN:

Dibuktikan dengan halaman depan Perda atau Perkada atau Keputusan Kepala
Daerah atau Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat
Daerah atas nama Kepala Daerah serta halaman yang memuat nama inovasi
yang sah dan valid serta sesuai pada tahun penerapan (pdf)

Perangkat Daerah 
Kabupaten/Kota menurut PP 
18 tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah:
1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat;
4. Dinas; 
5. Badan; dan
6. Kecamatan.

BOBOT 3



Jumlah SDM yang mengelola suatu inovasi daerah dan peran 
masing-masing dalam inovasi

1-10 SDM

11-30 SDM

Lebih dari 30 SDM

KETERSEDIAAN DAN PERAN SDM TERHADAP 

INOVASI DAERAH*

KETERANGAN:
Dibuktikan dengan SK yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau
Surat Penugasan/ Surat Perintah yang telah disahkan/
ditandatangani baik elektronik maupun ttd basah (pdf).

Apabila dokumen T-2 dan T-1 belum memuat peran masing-masing
SDM, maka dapat melampirkan tambahan Surat Keputusan atau
Surat Penugasan yang mencantumkan peran masing-masing SDM
dan dikeluarkan pada tahun T-0.

17.

BOBOT 2

Pilih jumlah SDM yang mengelola inovasi daerah atau
jumlah tim efektif yang dibentuk untuk menangani
suatu inovasi dan Tambahkan peran masing-masing
personil dalam inovasi (T-2,T-1, T-0)



Anggaran inovasi daerah dalam APBD dengan tahapan
penerapan (penyediaan sarana prasarana, sumber daya
manusia dan layanan, bimtek, urusan jenis layanan).
Penerapan inovasi yang dilakukan sudah menjadi bagian
dari kegiatan yang mendapatkan alokasi anggaran.

Anggaran dialokasikan pada kegiatan
penerapan inovasi pada salah satu
tahun anggaran (T-2/T-1/T-0)

Anggaran dialokasikan pada kegiatan
penerapan inovasi pada dua tahun berturut-
turut (T-1 dan T-0 atau T-1 dan T-2)

Anggaran dialokasikan pada kegiatan
penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2

DUKUNGAN ANGGARAN

KETERANGAN:

• Pilih tahun anggaran yang memuat mata anggaran
penerapan inovasi daerah

• Dibuktikan dengan dokumen anggaran yang memuat
program dan kegiatan inovasi daerah sesuai dengan
tahun anggaran (DPA, RAB, dsb) (pdf)

18

Highlight Nama/Program Inovasi
BOBOT 2



Alat kerja yang digunakan dalam pelaksanaan inovasi yang
mudah diakses oleh pengguna misalnya pemanfaatan
platform digital untuk media sosialisasi, pemberian layanan
inovasi, dan perolehan data/informasi dan lain-lain.

Pelaksanaan kerja secara manual/non
elektronik
Contoh : tatap muka/jemput bola/noken.

Pelaksanaan kerja didukung dengan
perangkat elektronik
Contoh : mesin edc, telp.

Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem 
informasi online/daring/Artificial 
Intelligence
Contoh : pemanfaatan platform media sosial, AI, IoT, 
superapp, dll.

ALAT KERJA

KETERANGAN:

Dibuktikan dengan foto kegiatan/gambar screenshot layar
(pdf/jpeg/jpg/png)

19
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Peningkatan kapasitas dan kompetensi
pelaksana inovasi daerah baik sebagai
penyedia atau penerima bimtek

Dalam 3 tahun (T-2,T-1,T-0) terakhir pernah 1
kali bimtek (bimtek/training/TOT)

Dalam 3 tahun (T-2,T-1,T-0) terakhir pernah
2 kali bimtek (bimtek/training/TOT)

Dalam 3 tahun (T-2,T-1,T-0) terakhir pernah
3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training
/TOT)

BIMTEK INOVASI

KETERANGAN:

Dibuktikan dengan SK Kegiatan/Surat
Tugas/Undangan yang disertai dengan Daftar Hadir
dan Sertifikat pada kegiatan bimtek atau kegiatan
transfer pengetahuan (pdf).

20
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Inovasi Perangkat Daerah telah dituangkan
dalam program pembangunan daerah

Pemerintah daerah sudah menuangkan
program inovasi daerah dalam RKPD T-1 atau
T-2

Pemerintah daerah sudah menuangkan program
inovasi daerah dalam RKPD T-1 dan T-2

Pemerintah daerah sudah menuangkan program
inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0
adalah tahun berjalan)

INTEGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN INOVASI 

DALAM RKPD

KETERANGAN:
• Pilih tahun RKPD yang memuat program kegiatan inovasi daerah.
• Dibuktikan dengan bab, bagian, dan halaman dokumen RKPD yang memuat

program dan kegiatan inovasi daerah (pdf).
• Dokumen dapat menyesuaikan dengan unit organisasi misal :
- Sekolah dapat menggunakan RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran

Sekolah)
- BLUD dapat menggunakan RBA (Rencana Bisnis dan Anggaran)
- Puskesmas dapat menggunakan RUK (Rencana Usulan Kegiatan) atau RPK
(Rencana Pelaksanaan Kegiatan) atau RBA (Rencana Bisnis dan Anggaran)
- BUMD/BUMDes dapat menggunakan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran)

21
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Highlight Nama/Program Inovasi

Dokumen dapat menyesuaikan dengan unit organisasi misal :
• Sekolah dapat menggunakan RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran

Sekolah)
• BLUD dapat menggunakan RBA (Rencana Bisnis dan Anggaran)
• Puskesmas dapat menggunakan RUK (Rencana Usulan Kegiatan) atau RPK

(Rencana Pelaksanaan Kegiatan) atau RBA (Rencana Bisnis dan Anggaran)
• BUMD/BUMDes dapat menggunakan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran)
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Keikutsertaan unsur stakeholder dalam
pelaksanaan inovasi daerah

Inovasi melibatkan 3 aktor
(Termasuk pelaksana)

Inovasi melibatkan 4 aktor

Inovasi melibatkan lebih dari 5 aktor

22. KETERLIBATAN AKTOR INOVASI

Unsur Stakeholder meliputi:

1. Pemerintah

2. Pelaku Bisnis

3. Komunitas

4. Akademisi

5. Media Massa, dsb

KETERANGAN:
Untuk Tahun dokumen/berkas saat ini bisa di tahun T-0, T-1,T-2.
Dokumen dapat berupa SK, Dokumen Kerjasama, Dokumen Hibah,
CSR, Publikasi Berita Media, terkhusus aktor masyarakat dapat
berbentuk FGD/Rembug Warga/Musrenbang/Sarasehan/Noken/dll
(Undangan /Foto kegiatan)

BOBOT 1
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Penetapan tim pelaksana inovasi
daerah

Ada pelaksana namun tidak ditetapkan 
dengan Surat Penugasan Kepala
Perangkat Daerah atau SK Kepala Daerah

Ada pelaksana dan ditetapkan dengan Surat
Penugasan atau Surat Perintah Kepala Perangkat
Daerah atau yang setara

Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat
Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau
SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala
Daerah

23. PELAKSANA INOVASI DAERAH

KETERANGAN:

Dibuktikan dengan SK/Surat Penugasan/ Surat Perintah oleh Kepala Daerah
atau Surat Penugasan/Surat Perintah dari Kepala Perangkat Daerah atau
bukan Kepala Perangkat Daerah seperti Kepala Puskesmas, Kepala Sekolah
dan sebagainya (pdf)

BOBOT 1



Jumlah Perangkat Daerah yang terlibat dalam
penerapan inovasi (dalam 2 tahun terakhir)

Inovasi melibatkan 2 Perangkat Daerah

Inovasi melibatkan 3-4 Perangkat Daerah

Inovasi melibatkan 5 atau lebih Perangkat
Daerah

JEJARING INOVASI

KETERANGAN:

Dibuktikan dengan Surat Keputusan/Surat Penugasan/Surat Perintah dari
Kepala Daerah atau Surat Penugasan/Surat Perintah dari Kepala Perangkat
Daerah (pdf)

24.

BOBOT 1



Penyebarluasan informasi dan/atau advokasi kebijakan
inovasi daerah (Dokumen T-0 diperkenankan)

Foto sosialisasi yang berlatar belakang
spanduk kegiatan (luring/daring) atau
kegiatan sosialisasi melalui pamflet, banner,
baliho, pameran, dsb.

Konten melalui Media Sosial atau pemberitaan
yang dikeluarkan oleh pemda

Media Berita (Bukan milik pemerintah daerah)

SOSIALISASI INOVASI DAERAH

KETERANGAN:

Dibuktikan dengan dokumentasi dan publikasi (foto
kegiatan/seminar/display pameran inovasi atau screenshot konten pada
media sosial/website atau pemberitaan media massa cetak/elektronik)
atau kegiatan sosialisasi melalui pamflet, banner, baliho, videotron,
pameran (jpeg/jpg/png)

25.

BOBOT 1



Ketentuan dasar penggunaan inovasi daerah berupa buku
petunjuk/manual book

Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku manual

Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku dalam
bentuk elektronik

Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang
dapat diakses secara online atau berupa video tutorial

PEDOMAN TEKNIS

KETERANGAN:

Dibuktikan dengan dokumen manual book/buku petunjuk elektronik
(pdf) atau screenshot penggunaan inovasi daerah dan disertai dengan
link akses pedoman teknis tersebut (jpg/jpeg/png)

26.

BOBOT 1
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Kemudahan mendapatkan informasi layanan, melalui metode
sebagai berikut :
1. Manual, seperti: tatap muka/jemput bola/noken/unit pelayanan

administrasi
2. Hotline, seperti: layanan email/telp
3. Media Sosial, seperti: instagram/facebook/whatsapp, dsb
4. Layanan Online, melalui website/web-aplikasi/aplikasi mobile

(android atau ios)

Informasi layanan diperoleh melalui
1 dari 4 metode

Informasi layanan diperoleh melalui 2 dari 4
metode

Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode

Contoh: layanan perbankan dilakukan melalui tatap muka/ langsung, call
center dan digital banking (internet banking, phone banking, sms
banking, mobile banking) yang mengakomodir berbagai segmentasi
pengguna.

KEMUDAHAN INFORMASI LAYANAN

KETERANGAN:

Dibuktikan dengan screenshot pada masing-masing metode dan dilampirkan
secara terpisah (jpeg/jpg/png)

27.

BOBOT 1
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Indikator ini ditujukan untuk mengukur
kecepatan layanan inovasi yang diperoleh
oleh pengguna

Hasil inovasi diperoleh dalam waktu
6 hari atau lebih

Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 2-5 hari

Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari

KEMUDAHAN PROSES INOVASI YANG DIHASILKAN

KETERANGAN:

Dibuktikan dengan SOP atau alur pelaksanaan tiap inovasi
daerah memuat durasi waktu layanan per tahapan yang masih
berlaku (Hari Kalender) dan dokumen yang disahkan oleh pejabat
atau pihak yang berwenang (pdf)

28.

BOBOT 2



Rasio pengaduan yang tertangani dalam tahun terakhir,
meliputi keluhan, kritik konstruktif, saran, dan pengaduan
lainnya terkait layanan inovasi.

≤ 50%
Tidak ada pengaduan

51% s.d. 90%

≥ 91%

PENYELESAIAN LAYANAN PENGADUAN

KETERANGAN:
Pilih rentang rasio penyelesaian pengaduan dalam 2 (dua) tahun
terakhir.

Dibuktikan dengan dokumen yang memuat rekapitulasi
pengaduan yang masuk dan tertangani dan dilengkapi dengan
persentase rasio pengaduannya (pdf, jpg, jpeg, png)

29.

BOBOT 1
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Inovasi dibangun secara terpadu dengan
mengedepankan prinsip integrasi dan
interoperabilitas layanan. Prinsip integrasi
bermaksud menggabungkan beberapa
layanan terpisah kedalam satu platform atau
dalam satu siklus berkelanjutan, sedangkan
interoperabilitas bermakna menghubungkan
data antar layanan.

LAYANAN TERINTEGRASI30.

BOBOT 2

BKKBN dan Dinas Kesehatan 
Digital dan Non Digital



LAYANAN TERINTEGRASI30. BOBOT 2

SUB INDIKATOR DATA PENDUKUNG

a. SUB 

INDIKATOR 

DIGITAL

a. Dibuktikan dengan 

screenshot web 

aplikasi/aplikasi 

mobile/superApps layanan 

inovasi pada bagian 

beranda/halaman depan dan 

bagian proses layanan atau 

layanan lainnya yang 

terintegrasi (jpg/jpeg/png).

Contoh:

Tergabung dalam superApps 

layanan publik

Ada dukungan melalui informasi

website/sosial media/web 

aplikasi/aplikasi mobile (android 

atau ios) yang berjalan secara

terpisah

Ada dukungan melalui informasi

website, sosial media, web aplikasi atau

aplikasi mobile (android atau ios) yang 

telah terintegrasi dalam satu portal 

pada unit organisasi bersangkutan

Contoh: 

Jagaboy Boyolali (integrasi layanan

dalam inspektorat satu portal 

inspektorat)

Ada dukungan melalui web aplikasi atau

aplikasi mobile (android atau ios) yang 

layanan sudah terintegrasi dengan unit 

organisasi lain

Contoh: 

Aplikasi Jaki, Tangerang Live, Depok 

Single Windows, Jogja Smart Service, 

Tahu Sumedang, Sapa Warga (jawa

Barat), Ragem (Kota serang)

b. SUB 

INDIKATOR 

NON DIGITAL

b. Dibuktikan dengan 

dokumen/foto kegiatan yang 

menggambarkan integrasi 

layanan.

Contoh:

Inovasi yang mendukung 

pelaksanaan 

pelayanan/program kegiatan 

pada unit organisasi/urusan 

pemerintahan yang lain.

Layanan inovasi berjalan secara

tersendiri (independen)

Contoh:

Peningkatan layanan melalui

kegiatan jemput bola 

(sebelumnya pelayanan dilakukan

secara terpusat dan belum bisa

menjangkau keseluruhan

wilayah/sasaran) dan tidak

melibatkan unit layanan lain atau

urusan lain.

Layanan telah terintegrasi dengan

layanan lain pada program atau

kegiatan lain pada satu unit organisasi

atau dalam satu urusan pemerintahan.

Contoh: 

Inovasi dinas kesehatan menggunakan

aplikasi milik kemenkes dalam salah 

satu tahapannya.

Lebih dari satu inovasi dari satu dinas

yang sama dilaksanakan secara

terintegrasi.

Layanan telah terintegrasi dengan

layanan lain pada program atau kegiatan

pada unit organisasi lain atau dalam

lebih dari satu urusan pemerintahan.

Contoh: 

Tergabung dalam mal pelayanan publik.

Misal inovasi penanganan stunting 

kolaborasi kegiatan antara dinas

kesehatan, dinas pmd, dan dinas sosial. 

Ketiga kegiatan tersebut tergabung

dalam satu koordinasi.



Inovasi Daerah telah direplikasi oleh daerah
lain

Pernah 1 Kali direplikasi di daerah
lain

Pernah 2 Kali direplikasi di daerah lain yang
berbeda

Pernah 3 Kali direplikasi di daerah lain yang
berbeda

REPLIKASI

KETERANGAN:

Dibuktikan dengan dokumen PKS/MoU/dokumen
korespondensi replikasi (dua arah baik permintaan dari
pemerintah daerah yang akan mereplikasi dan pemda yang
bersedia direplikasi) /surat pernyataan /surat keterangan yang
mencantumkan nama inovasi yang direplikasi (pdf)

31
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Satuan waktu yang digunakan untuk
menciptakan inovasi daerah yang kompleks.

Inovasi dapat diciptakan dalam
waktu 9 bulan atau lebih

Inovasi dapat diciptakan dalam waktu
5-8 bulan

Inovasi dapat diciptakan dalam waktu
1-4 bulan

KECEPATAN PENCIPTAAN INOVASI*

KETERANGAN:
• Dibuktikan dengan dokumen/laporan/proposal inovasi daerah/dokumen

pengadaan/KAK/TOR/ yang memuat tahapan-tahapan proses dan timeline
penciptaan inovasi daerah sejak inisiasi sampai dengan penetapan (pdf).
Jika merupakan inovasi yang dikembangkan dari inovasi yang pernah
dilaporkan, maka dokumen juga memuat proses pengembangan yang
dilakukan (perencanaan pengembangan s.d. pengembangan dilaksanakan)

• Catatan:
Apabila inovasi berasal dari diklat kepemimpinan nasional/ administrator/
pengawas/ teknis/ latsar maka dapat dilampirkan laporan aksi perubahan/
proyek perubahan/ rencana aktualisasi.

32.

BOBOT 2

Tampilkan rentang waktu yang 
digunakan untuk menciptakan

inovasi daerah



Kemanfaatan inovasi yang diukur berdasarkan
satuan ukur yang sesuai target inovasi yang dipilih (pilih salah satu)

a. Satuan orang (pegawai, peserta didik, pasien, dsb) (harus
dilengkapi bukti lampiran TTD penerima manfaat)

b. Satuan unit (opd/uptd/desa/rt/rw/kampung/KK/ organisasi, dsb)
c. Satuan biaya (rupiah)
d. Satuan pendapatan (rupiah)
e. Satuan hasil produk/satuan penjualan
f. Dampak atau perubahan yang terukur melalui tren capaian yang

positif dalam rentang waktu tertentu, sesuai dengan proses dan
tahapan implementasi inovasi daerah yang dilaporkan

KEMANFAATAN INOVASI*

KETERANGAN:

Bukti Dukung disesuaikan dengan satuan kemanfaatan yang telah
dipilih

33
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KEMANFAATAN INOVASI*33. BOBOT 3

SATUAN DATA PENDUKUNG

a. Satuan orang (pegawai, peserta

didik, pasien, dsb

a. Dibuktikan dengan daftar penerima manfaat 

inovasi (untuk layanan luring) dalam format pdf 

atau screenshoot jumlah pengguna/penerima 

manfaat inovasi daerah (untuk layanan daring) 

dalam format jpg/jpeg/png

Cakupan penerima manfaat 1-200 

orang

Cakupan penerima manfaat 201-500 

orang

Cakupan penerima manfaat 501 

orang atau lebih

b. Satuan unit 

(opd/uptd/desa/rt/rw/kampung/

KK/ organisasi, dsb)

b. Perbandingan rekapitulasi jumlah unit sebelum 

dan sesudah yang menerima manfaat inovasi 

Cakupan unit penerima manfaat 

5,00% s.d 20,00% total dari unit 

sasaran

Cakupan unit penerima manfaat 

20,01% s.d 50,00% total dari unit 

sasaran

Cakupan  unit penerima manfaat 

diatas 50,00% total dari unit 

sasaran

c. Satuan biaya (rupiah) c. Laporan belanja yang memuat perbandingan biaya 

pengeluaran yang dibebankan sebelum dan 

sesudah penerapan inovasi

Efisiensi belanja sebesar 0,01%-

10,00%

Efisiensi belanja sebesar 10,01% -

20,00%

Efisiensi belanja sebesar 20,01% -

30% 

d. Satuan pendapatan (rupiah) d. Laporan Keuangan yang memuat pendapatan 

tahun terakhir dan tahun sebelumnya (laporan 

pembukuan, laporan kas, neraca, saldo, dsb)

Contoh: 

Inovasi di terapkan sejak tahun 2024 sampai saat 

ini masih diterapkan maka peningkatan diukur dari 

pendapatan tahun 2025 dibanding 2024

Penambahan pendapatan bagi 

pemda atau perangkat daerah 

atau unit kerja yang menerapkan 

inovasi 0,01%- 9,99%

Penambahan pendapatan bagi pemda 

atau perangkat daerah atau unit kerja 

yang menerapkan inovasi 10,00% -

19,99%

Penambahan pendapatan bagi pemda 

atau perangkat daerah atau unit kerja 

yang menerapkan inovasi ≥20%

e. Satuan hasil produk/satuan

penjualan

e. Perbandingan rekapitulasi jumlah produk yang 

dihasilkan atau diperjualbelikan

Jumlah produk yang dihasilkan 

atau diperjualbelikan 1-100 

barang

Jumlah produk yang dihasilkan atau 

diperjualbelikan 101-200 barang

Jumlah produk yang dihasilkan atau 

diperjualbelikan lebih dari 200 

barang

f. Dampak atau perubahan yang

terukur melalui tren capaian

yang positif dalam rentang

waktu tertentu, sesuai dengan

proses dan tahapan

implementasi inovasi daerah

yang dilaporkan

f. Indikator ini hanya dibatasi pada konteks unit

penerima manfaat dimana inovasi daerah tersebut

dilaksanakan (tidak secara otomatis menggunakan

data makro daerah) dengan dibuktikan Hasil

Analisis/Kajian/Riset/Laporan/Dokumen yang

dikeluarkan oleh intansi pelaksana inovasi atau

lembaga terkait (pdf)

Dampak Inovasi telah 

menunjukkan tren kinerja positif 

dalam 1 (satu) periode waktu 

pengukuran

Dampak Inovasi telah menunjukkan 

tren kinerja positif dalam 2 (dua) 

periode waktu pengukuran

Dampak Inovasi telah menunjukkan 

tren kinerja positif dalam 3 (tiga) 

periode waktu pengukuran
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Kepuasan pelaksanaan penggunaan inovasi
daerah

Hasil laporan monev internal
pemerintah daerah

Laporan hasil pengukuran kepuasaan
pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan
Masyarakat

Hasil laporan monev eksternal berdasarkan
hasil penelitian/kajian/analisis

MONITORING DAN EVALUASI INOVASI DAERAH

KETERANGAN:

Dibuktikan dengan screenshot testimoni pengguna
(jpeg/jpg/png) atau laporan survei kepuasan
masyarakat/laporan hasil penelitian (pdf)

34.

BOBOT 2



Video inovasi daerah dapat dibuktikan
dengan video penerapan inovasi daerah

Memenuhi 1 atau 2 unsur substansi

Memenuhi 3 atau 4 unsur substansi

Memenuhi 5 unsur substansi

VIDEO INOVASI DAERAH*35

Unsur Video Inovasi Daerah meliputi:

1. Latar Belakang Inovasi;

2. Penjaringan Ide Inovasi;

3. Pemilihan Ide;

4. Manfaat;dan

5. Dampak

BOBOT 4
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Jumlah Inovasi yang dilaporkan

Disesuaikan dan dinaikan persentasenya
terhadap Indeks Inovasi Daerah (dihitung
menurut jumlah inovasi yang dilaporkan dengan
batasan 200 inovasi, skor maksimum setelah
dikali bobot adalah 76, apabila pemda
melaporkan ≥ 200 Inovasi maka akan dinilai
dengan skot maksimal)

JUMLAH INOVASI DAERAH YANG DILAPORKAN

KETERANGAN:

Indikator ini akan terinput secara otomatis oleh
sistem setelah Inovasi Daerah dikirimkan ke
Kemendagri

36.

BOBOT 1 INOVASI: 0,38



TERIMA KASIH

                                                 


